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Data dalam penyusunan Profil Kesehatan Provinsi Sumatera Utara
bersumber dari Profil Kesehatan Kabupaten/Kota, RSUD
Kabupaten/Kota, Dinas Kesehatan Provinsi dan UPT, Badan Pusat
Statistik (BPS) Provinsi Sumatera Utara, serta Badan Kependudukan
dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Sumatera Utara.
Data yang diperoleh lebih dahulu didiskusikan dan dibahas dengan
pelaksana program terkait, baik melalui koordinasi maupun
pertemuan khusus pemutakhiran data.

Dalam Profil Kesehatan Provinsi Sumatera Utara ini, pembaca dapat
memperoleh data dan informasi mengenai demografi, sarana
kesehatan, tenaga kesehatan, pembiayaan kesehatan, kesehatan
keluarga dan gizi, kesehatan lingkungan serta pengendalian
penyakit. Data dan informasi yang ditampilkan pada Profil
Kesehatan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 dapat membantu
dalam mengukur dan membandingkan capaian pembangunan
kesehatan antar kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara Tahun
2019 serta sebagai dasar untuk perencanaan program
pembangunan kesehatan selanjutnya..
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KATA PENGANTAR

PujiSyukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas
rahmat dan hidayah-Nya, Profil Kesehatan Provinsi Sumatera
Utara Tahun 2019 ini dapat diselesaikan dan diterbitkan.
Terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi
dalam penyusunan Profil Kesehatan Provinsi Sumatera Utara
ini.

Profil Kesehatan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019
menggambarkan hasil pembangunan kesehatan yang telah
dilaksanakan selama tahun 2019 oleh pelaksana program
kesehatan, yaitu Dinas Kesehatan dan RSUD di
Kabupaten/Kota, Dinas Kesehatan Provinsi dan UPT, serta Kementerian Kesehatan RI.

Data dalam penyusunan Profil Kesehatan Provinsi Sumatera Utara bersumber dari Profil
Kesehatan Kabupaten/Kota, RSUD Kabupaten/Kota, Dinas Kesehatan Provinsi dan UPT,
Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumatera Utara, serta Badan Kependudukan dan
Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Sumatera Utara. Data yang diperoleh
lebih dahulu didiskusikan dan dibahas dengan pelaksana program terkait, baik melalui
koordinasi maupun pertemuan khusus pemutakhiran data.

Dalam Profil Kesehatan Provinsi Sumatera Utara ini, pembaca dapat memperoleh data
dan informasi mengenai demografi, sarana kesehatan, tenaga kesehatan, pembiayaan
kesehatan, kesehatan keluarga dan gizi, kesehatan lingkungan serta pengendalian
penyakit. Data dan informasi yang ditampilkan pada Profil Kesehatan Provinsi Sumatera
Utara Tahun 2019 dapat membantu dalam mengukur dan membandingkan capaian
pembangunan kesehatan antar kabupaten/kota diProvinsi Sumatera Utara Tahun 2019
serta sebagai dasar untuk perencanaan program pembangunan kesehatan selanjutnya.

Buku Profil Kesehatan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 ini disajikan dalam bentuk
cetakan dan soft copy yang dapat diunduh melalui website www.dinkes.sumutprov.go.id.
Semoga publikasi ini dapat berguna bagi semua pihak, baik pemerintah, organisasi
profesi, akademisi, sektor swasta dan masyarakat serta memberikan kontribusi yang
positif bagi pembangunan kesehatan baik di Sumatera Utara maupun di Indonesia.

Kritik dan saran kami harapkan sebagai penyempurnaan profil yang akan datang.

Kepala Dinas Kesehatan
Provinsi-Sumatera Utara,
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PENDAHULUAN

Profil Kesehatan Provinsi Sumatera Utara merupakan salah satu referensi yang dapat
digunakan untuk melaporkan hasil pemantauan terhadap pencapaian hasil pembangunan
kesehatan, termasuk kinerja pencapaian pelayanan bidang kesehatan yang dilaksanakan
Pemerintah Kabupaten dan Kota serta Provinsi.

Profil Kesehatan Provinsi disusun berdasarkan Profil Kesehatan Kabupaten/Kota dan
hasil pembangunan kesehatan yang diselenggarakan provinsi termasuk lintas sektor terkait,
yang diterbitkan secara berkala setiap setahun sekali. Profil Kesehatan Provinsi Sumatera
Utara Tahun 2019 berisikan data dan informasi kesehatan periode Januari s/d Desember
2019 yang proses penyusunannya dilakukan dalam 2 (dua) tahapan, yakni tahap
pengumupulan lampiran tabel-tabel (draft profil) dan tahap penyusunan narasi dan lampiran-
lampiran (finalisasi).

Dalam proses penyusunan Profil Kesehatan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019,
senantiasa dilakukan penyempurnaan dari segi materi, analisis maupun bentuk tampilan
(template) sesuai masukan, saran dan kritik yang membangun dari Bidang-bidang dan UPT
pada Dinas Kesehatan Provinsi, Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan para
pembaca/pengguna data/informasi lainnya. Dengan demikian Profil Kesehatan yang akan
diterbitkan diharapkan dapat bermanfaat untuk memantau dan mengevaluasi hasil
pembangunan kesehatan di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota, serta dapat menjadi
dasar dalam pengambilan keputusan bagi para penentu kebijakan (evidence based decision
making).

Disamping itu, Profil Kesehatan Provinsi Sumatera Utara juga dapat digunakan
sebagai sarana penyedia data dan informasi yang dibutuhkan untuk melakukan pembinaan
dan pengawasan pelaksanaan program kesehatan di kabupaten/kota berdasarkan PP No 20
Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah sesuai
amanat UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; dimana kesehatan menjadi

Urusan Wajib Pemerintah Daerah sesuai Bab IV, Bagian Ke-tiga, Pasal (11).
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Profil Kesehatan Provinsi Sumatera Utara tahun 2019 disusun dalam 7 (tujuh)
bab yakni :

BAB | : DEMOGRAFI. Bab ini menyajikan tentang gambaran umum daerah Sumatera
Utara. Selain uraian tentang letak geografis, administratif dan informasi umum lainnya,
bab ini juga mengulas faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kesehatan.

BAB 1l : SARANA KESEHATAN. Bab ini berisi uraian tentang fasilitas kesehatan
meliputi Puskesmas (rawat inap dan non rawat inap) beserta jejaringnya, Rumah Sakit
(baik RS umum maupun RS khusus), sarana produksi dan distribusi kefarmasian serta

Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (Posyandu dan Posbindu PTM).

BAB Il : SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN. Pada bab ini diuraikan tenaga
kesehatan di Puskesmas, Rumah Sakit, dan sarana pelayanan kesehatan lain. Terdiri dari
tenaga medis, tenaga keperawatan dan kebidanan, tenaga kesehatan masyarakat, kesehatan
lingkungan, tenaga gizi, tenaga kefarmasian, dan tenaga kesehatan lain serta tenaga

pendukung/penunjang kesehatan

BAB IV . PEMBIAYAAN KESEHATAN. Bab ini berisi tentang Jaminan

Pemeliharaan Kesehatan, dana desa untuk kesehatan, dan anggaran kesehatan.

BAB V : KESEHATAN KELUARGA. Bab ini menggambarkan tentang kondisi kesehatan

ibu, kesehatan anak, serta kesehatan pada penduduk usia produktif dan usia lanjut.

BAB VI : PENGENDALIAN PENYAKIT. Bab ini berisi tentang penyakit menular
langsung, penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi, penyakit tular vektor dan

zoonotic serta penyakit tidak menular;

BAB VIl  : KESEHATAN LINGKUNGAN. Bab ini menggambarkan tentang akses air
minum, akses sanitasi, dan tempat-tempat umum serta tempat pengelolaan makanan yang
memenuhi syarat kesehatan;

LAMPIRAN : Pada lampiran ini berisi tabel ringkasan/angka capaian daerah dan 76 tabel data

kesehatan dan yang terkait kesehatan.
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|. DEMOGRAFI

1.12. LOKASIDAN KEADAAN GEOGRAFIS

Secara geografis, Provinsi Sumatera Utara terletak di bagian Barat wilayah Indonesia,
berbatasan dengan Samudera Hindia di sebelah Barat, Provinsi Aceh di sebelah Utara, Provinsi

Riau dan dan Provinsi Sumatera Barat di sebelah Selatan, serta Malaysia di sebelah Timur. Secara

astronomis, Provinsi Sumatera Utara terletak pada Tabel 1.1
. . Ketinggian Kabupaten/Kota dari Permukaan Laut di
0 0 0 0
garis 10° — 40° Lintang Utara, dan 980° — 1000 Provinsi Sumatera Utara
Bujur Timur.
NO NAMA KABUPATEN/KOTA TINGGI WILAYAH
Luas daratan Provinsi Sumatera Utara
1 Nias 50,46 m
sebesar 72.981,23 km?, terdiri dari daratan Pulau 2 | Mandailing Natal 202,28 m
Sumatera dan Kepulauan Nias, Pulau-Pulau Batu, 2 BN eperiielEn 2o
. . . 4 Tapanuli Tengah 5,02 m
serta pulau-pulau kecil yang berada di bagian s | Tapanuli Utara 973,83 m
Barat maupun bagian Timur pantai Pulau 6 | Toba Samosir 96571 m
. . i 7 Labuhanbatu 29,54 M
Sumatera. Kabupaten Langkat diketahui memiliki
8 Asahan 17,85 m
luas wilayah terbesar yaitu 6.262,00 km? atau 9 | Simalungun 996,38 m
. . . Dairi 69,18
sekitar 8,58% dari total luas wilayah Sumatera |—>— 2" 10°92F M
11 Karo 1224,57 m
Utara, dan Kota Tebing Tinggi diketahui memiliki 12 | DeliSerdang 15,57 m
luas wilayah paling kecil yaitu sebesar 31,00 km? oM | Cahgias 1277 M
. o . . 14 Nias Selatan 32,01 m
atau sekitar 0,04% dari total luas wilayah = == oo h G 153279 m
Sumatera Utara. Berdasarkan kondisi letak dan 16 | PakpakBharat 103,08 m
.. . . 17 Samosir 911,87 m
kondisi alam, wilayah Provinsi Sumatera Utara ;
18 Serdang Bedagai 4,54 M
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kelompok 19 | BatuBara 26,83 m
) . . Padang Lawas Ut 6
wilayah/kawasan yaitu Pantai Barat, Dataran o] —2c9nd 9w ~ar o0
21 Padang Lawas 164,24 m
Tinggi dan Pantai Timur. 22 Labuhanbatu Selatan 32,05 m
Provinsi Sumatera Utara terdiri dari 33 | 23 | Labuhanbaty Utara A T
. . 24 Nias Utara 173,32 m
Pemerintahan ~ Kabupaten/Kota, yang terbagi =~ [ Nizs Barat 12245 m
menjadi 8 kota dan 25 Kabupaten, dengan jumlah 26 | Sibolga 318 m
. 27 Tanjung Balai 13,27 m
kecamatan  sebanyak 450 dan  jumlah .
28 Pematang Siantar 396,65 m
desa/kelurahan sebanyak 6.132. 29 | Tebing Tinggi 23,85 m
N . . Med 6
Adapun letak ketinggian masing-masing 2> —" 2> 0
31 Binjai 33,50 m
kabupaten/kota dari permukaan laut sebagaimana 32 | Padangsidempuan 308,11 m
terlihat pada tabel. EEM | SONRiGRTEON 14,21 M

Sumber : BPS Sumut-SUDA 2020
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Tabel 1.2
Luas Daerah menurut Kabupaten/Kota di Sumatera Utara

IBUKOTA LUAS / AREA RASIO

NO NAMA KAB/KOTA KAB/KOTA (Km?) (%)
1 Nias Gunungsitoli 1.842,51 2,50
2 | Mandailing Natal Penyabungan 6.134,00 8,40
3 Tapanuli Selatan Sipirok 6.030,47 8,26
4 Tapanuli Tengah Pandan 2.188,00 3,00
5 Tapanuli Utara Tarutung 3.791,64 5,20
6 | Toba Samosir Balige 2.328,89 3,19
7 Labuhan Batu Rantau Prapat 2.156,02 2,95
8 Asahan Kisaran 3.702,21 5,07
9 Simalungun Raya 4.369,00 5,99
10 | Dairi Sidikalang 1.927,80 2,64
11 | Karo Kabanjahe 2.127,00 2,91
12 | Deli Serdang Lubuk Pakam 2.241,68 3,07
13 | Langkat Stabat 6.262,00 8,58
14 | Nias Selatan Teluk Dalam 1.825,20 2,50
15 | Humbang Hasundutan Dolok Sanggul 2.335,33 3,20
16 | Pakpak Bharat Salak 1.218,30 1,67
17 | Samosir Pangururan 2.069,05 2,84
18 | Serdang Bedagai Sei Rampah 1.900,22 2,60
19 | BatuBara Lima Puluh 922,20 1,26
20 | Padang Lawas Utara Gunung Tua 3.918,05 5,37
21 | Padang Lawas Sibuhuan 3.892,74 5,33
22 | Labuhan Batu Selatan Kota Pinang 3.596,00 4,93
23 | Labuhan Batu Utara Aek Kanopan 3.570,98 4,89
24 | Nias Utara Lotu 1.202,78 1,65
25 | Nias Barat Sirombu 473,73 0,65
71 | Sibolga Sibolga 41,31 0,06
72 | Tanjungbalai Tanjungbalai 107,83 0,15
73 | Pematangsiantar Pematangsiantar 55,66 0,08
74 | Tebing Tinggi Tebing Tinggi 31,00 0,04
75 | Medan Medan 265,00 0,36
76 | Binjai Binjai 59,19 0,08
77 | Padangsidempuan Padangsidempuan 114,66 0,16
78 | Gunungsitoli Gunungsitoli 280,78 0,38
Sumatera Utara Medan 72.981,23 100,00

Sumber : BPS Sumut- SUDA 2020
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1.2. KEADAAN PENDUDUK

Sumatera Utara merupakan Provinsi dengan jumlah penduduk terbesar keempat di
Indonesia setelah Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Timur, dan Provinsi Jawa Tengah.
Hasil estimasi jumlah penduduk Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2019 sebesar
14.562.549 jiwa, terdiri dari 7.266.207 jiwa penduduk laki-laki dan 7.296.342 jiwa
penduduk perempuan. Angka tersebut merupakan hasil perhitungan yang dilakukan oleh
Badan Pusat Statistik (BPS) dengan menggunakan metode geometrik, yaitu metode yang
menggunakan prinsip bahwa parameter dasar demografi (yaitu parameter fertilitas
(kelahiran), mortalitas (kematian), dan migrasi) tumbuh konstan per tahunnya.

Pada tahun 2019, sex ratio penduduk Provinsi Sumatera Utara sebesar 99,59.
Penduduk yang tinggal di daerah perkotaan sebesar 7,28 juta jiwa (49,99%), hampir sama
banyaknya dengan penduduk yang tinggal di daerah pedesaan (sebesar 7,281 jiwa atau
50,01%). Distribusi jumlah penduduk Provinsi Sumatera Utara dalam enam tahun terakhir
(2014 s/d 2019) adalah seperti digambarkan pada grafik (1.1) di bawah ini.

Gambar 1.1.
Jumlah Penduduk Provinsi Sumatera Utara (dalam jutaan) Menurut Jenis Kelamin
Tahun 2014 - 2019
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Sumber: BPS Provinsi Sumatera Utara, 2020
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Dari tabel di atas terlihat bahwa jumlah penduduk di Provinsi Sumatera Utara
mengalami perkembangan antara 100-200 ribu jiwa per tahunnya. Adapun distribusi
jumlah penduduk tahun 2019 (14.562.549 jiwa) menurut Kabupaten/Kota tergambar pada

gambar 1.2 berikut ini.

Gambar 1.2.
Jumlah Penduduk Berdasarkan Kabupaten/Kota
Di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019

Medan 2.279.894
Deli Serdang 2.195.709
Langkat 1.041.775
Simalungun 867.922
Asahan 729.795
Serdang Bedagal 616.396

Labuhanbatu Eeeee——————— 494 178
Mandailing Natal ———ss—— 447 287
Batubara eeesssssss—— 416.493
Karo me————— 4115.878
Tapanuli Tengah eeessss———— 276667
Labuhanbatu Utara e 2363.816
Labuhanbatu Selatan Seeess————— 338 082
Nias Selatan meee————— 319 902

Tapanuli Utara e 3071.789
Dairi me— 234 304

Tapanuli Selatan S 281 931
Padang Lawas = )g81_239
Binjai m——— 276597

Padang Lawas Utara e 272 713

Pematang Siantar e 55 317
Padang Sidempuan = 2231 827
Humbang Hasudutan e 190.186
Toba Samosir e 183 712
Tanjung Balai = 175223
Tebing Tinggi e 154 402
Nias me= 143 319
Gunung Sitoli = 142 426
Nias Utara mess= 137 967
Samosir == 126.188
Sibolga === 87 626
Nias Barat === 82 154
Pakpak Bharat = 48 935

= 500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000 2.500.000

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Utara, 2020

Pada Gambar 1.2, berdasarkan hasil estimasi, jumlah penduduk paling banyak di
Provinsi Sumatera Utara terdapat di Kota Medan dengan jumlah penduduk sebesar
2.279.894 jiwa, sedangkan jumlah penduduk paling sedikit terdapat di Kabupaten Pakpak
Bharat dengan jumlah penduduk sebesar 48.935 jiwa.

Konsentrasi penduduk di suatu wilayah dapat dipelajari dengan menggunakan
ukuran kepadatan penduduk. Kepadatan penduduk menunjukkan rata-rata jumlah
penduduk per 1 kilometer persegi. Semakin besar angka kepadatan penduduk
menunjukkan bahwa semakin banyak penduduk yang mendiami wilayah tersebut. Rata-
rata kepadatan penduduk di Provinsi Sumatera Utara tahun 2019 berdasarkan hasil

estimasi sebesar 199,5 jiwa per km?, keadaan ini meningkat dari tahun sebelumnya yang
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sebesar 197,50 jiwa per km2. Kepadatan penduduk berguna sebagai acuan dalam rangka
mewujudkan pemerataan dan persebaran penduduk. Tingkat kepadatan penduduk yang
tinggi umumnya terdapat di wilayah perkotaan. Wilayah dengan kepadatan penduduk
tertinggi di Provinsi Sumatera Utara adalah Kota Medan yakni sebesar 8.603,37 jiwa per
km?, sedangkan wilayah dengan kepadatan penduduk tergolong rendah adalah Kabupaten
Pakpak Bharat yakni sebesar 40,17 jiwa per km?. Perincian jumlah penduduk dan angka
kepadatan penduduk per kabupaten/kota selengkapnya dapat dilihat pada lampiran tabel 1
Profil Kesehatan ini.

Rata-rata jumlah anggota keluarga di Sumatera Utara pada tahun 2019 adalah
sebesar 4,3 per KK yang berarti bahwa setiap keluarga rata-rata memiliki 4-5 anggota
keluarga. Kabupaten Nias Barat merupakan wilayah dengan rata-rata jumlah anggota
keluarga terbanyak yaitu 5,1 orang, dan Kabupaten Karo merupakan wilayah dengan rata-
rata jumlah anggota keluarga paling sedikit yaitu 3,7 orang.

Indikator penting terkait distribusi penduduk menurut umur yang sering
digunakan untuk mengetahui produktivitas penduduk yaitu Angka Beban Tanggungan
(ABT) atau Dependency Ratio (DR). Angka Beban Tanggungan (ABT) adalah angka yang
menyatakan perbandingan antara banyaknya orang berumur tidak produktif (belum
produktif/umur di bawah 15 tahun dan tidak produktif lagi/umur 65 tahun ke atas) dengan
yang berumur produktif (umur 15-64 tahun). Angka ini dapat digunakan sebagai indikator
yang secara kasar dapat menunjukkan keadaan ekonomi suatu negara. Semakin
tinggi persentase dependency ratio menunjukkan semakin tinggi beban yang harus
ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum
produktif dan tidak produktif lagi. Sedangkan persentase dependency ratio yang semakin
rendah menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk yang
produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi.

Angka Beban Tanggungan penduduk Sumatera Utara pada tahun 2019 sebesar
55,51%, mengalami penurunan sebesar 0,18% bila dibandingkan dengan DR tahun 2018
sebesar 55,69%. Hal ini berarti bahwa dengan DR 55,51%, maka 100 penduduk Sumatera
Utara yang produktif, di samping menanggung dirinya sendiri, juga menanggung 56 orang
yang tidak produktif.

Penduduk sebagai determinan pembangunan perlu mendapat perhatian yang serius.

Program pembangunan, termasuk pembangunan di bidang kesehatan, harus didasarkan
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pada dinamika kependudukan. Upaya pembangunan di bidang kesehatan tercermin
dalam program kesehatan melalui upaya promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif.
Pembangunan kesehatan merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan derajat
kesehatan masyarakat. Pencapaian derajat kesehatan yang optimal bukan hanya menjadi
tanggung jawab dari sektor kesehatan saja, namun sektor terkait lainnya seperti sektor
pendidikan, ekonomi, sosial dan pemerintahan juga memiliki peranan yang cukup besar.
Kesehatan merupakan hak semua penduduk, sehingga ditetapkan target dan sasaran
pembangunan kesehatan. Tabel 1.1 memperlihatkan data penduduk sasaran program
pembangunan kesehatan tahun 2019 menurut jenis kelamin.

Data penduduk sasaran program pembangunan kesehatan diperlukan bagi pengelola
program terutama untuk menyusun perencanaan serta evaluasi hasil pencapaian upaya
kesehatan yang telah dilaksanakan.

Tabel 1.3

Penduduk Sasaran Program Pembangunan Kesehatan
Di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019

Kelompok Jenis Kelamin
No Sasaran Program Jumlah
Umur/Formula Laki-laki Perempuan
1 Lahir Hidup 302.555
2 Bayi o Tahun 150.945 145.118 296.063
3 Baduta ( bayi dibawah dua tahun) 0 -1 Tahun 302.496 291.193 593.689
4 Batita (bayi bwh tiga tahun) 0 -2 Tahun 455.201 438.516 893.717
5 Anak Balita 1-4 Tahun 613.589 592.193 1.205.782
6 Balita (bayi bawah lima tahun) 0 - 4 Tahun 764.534 737.311 1.501.845
7 Anak Usia Kelas 1 SD/setingkat 7 tahun 158.842 153.793 312.635
8 Anak Usia SD/Setingkat 7-12 Tahun 934.119 896.379 1.830.498
9 Penduduk Usia Muda <15 Tahun 2.306.873 2.216.932 4.523.805
10 Penduduk Usia Produktif 15 - 64 Tahun 4.660.104 4.704.423 9.364.527
11 Penduduk Usia Non Produktif > 65 Tahun 299.230 374.987 674.217
12 Penduduk Usia lanjut > 60 Tahun 533.362 626.400 1.159.762
13 Pddk Usia Lanjut Risiko Tinggi >70 Tahun 150.386 210.475 360.861
14 Wanita Usia Subur (WUS) 15 - 49 Tahun o 3.746.948 3.746.948
15 Wanita Usia Subur Imunisasi 15 -39 Tahun o 2.852.184 2.852.184
16 Ibu Hamil 1,1 x lahir hidup o 332.810 332.810
17 Ibu Bersalin/Nifas 1,05 x lahir hdp o 317.683 317.683

Sumber : Kemenkes RI, Hasil Estimasi Data Penduduk
Sasaran Program Pembangunan Kesehatan Tahun 2019
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1.3. KEADAAN EKONOMI

Kondisi perekonomian merupakan salah satu aspek yang diukur dalam
menentukan keberhasilan pembangunan suatu daerah. Data Produk Domestik Regional
Bruto (PDRB) adalah salah satu indikator makro yang dapat menunjukkan kondisi
perekonomian nasional setiap tahun. Berdasarkan data BPS Provinsi Sumatera Utara,
besaran pertumbuhan PDRB Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2019 atas dasar harga
berlaku sebesar Rp. 801,73 triliun, dan atas dasar harga konstan sebesar Rp. 539,53 triliun.
Dalam kurun waktu dua tahun terakhir, PDRB per kapita atas dasar harga berlaku
mengalami peningkatan, dari Rp. 51,46 juta pada tahun 2018 menjadi Rp. 55,05 juta pada
tahun 2019.

Gambar 1.3 menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatera
Utara tahun 2019 sebesar 5,22%, sedikit meningkat jika dibandingkan dengan

pertumbuhan ekonomi tahun 2018 sebesar 5,18%.

Gambar 1.3
Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sumatera Utara Tahun 2015 - 2019
(dalam Persen)
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Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara, 2020

Permasalahan kesehatan umumnya sangat dipengaruhi oleh tingkat sosial
ekonomi masyarakat, salah satunya terkait dengan penduduk miskin. BPS melakukan
pengukuran kemiskinan menggunakan konsep pemenuhan kebutuhan dasar (basic need
approach). Kemiskinan didefinisikan sebagai kondisi dimana seseorang atau sekelompok
orang tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan
mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Kemiskinan juga dipahami sebagai
ketidakmampuan ekonomi penduduk untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan maupun

non makanan yang diukur dari pengeluaran. Distribusi pendapatan merupakan ukuran
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kemiskinan relatif. Namun karena data pendapatan sulit diperoleh, pengukuran distribusi
pendapatan menggunakan pendekatan data pengeluaran.

Pengukuran kemiskinan dilakukan dengan cara menetapkan nilai standar
kebutuhan minimum, baik untuk makanan maupun untuk non makanan yang harus
dipenuhi seseorang untuk hidup secara layak. Nilai standar kebutuhan minimum tersebut
digunakan sebagai garis pembatas untuk memisahkan antara penduduk miskin dan tidak
miskin. Garis pembatas tersebut yang sering disebut dengan garis kemiskinan. Penduduk
dengan tingkat pengeluaran per kapita per bulan kurang dari atau di bawah garis
kemiskinan dikategorikan miskin.

Pada bulan Maret 2019, jumlah penduduk miskin di Sumatera Utara sebanyak
1.282.040 (8,83%) mengalami penurunan sebesar 1,7% (181.630 orang) bila
dibandingkan dengan tahun 2018 sebanyak 1.463.670 (10,53 %). Namun bila dilihat pada
bulan September 2019, angka kemiskinan Sumatera Utara mengalami penurunan sebesar
0,20 persen poin yaitu dari 8,83 persen pada Maret 2019 menjadi 8,63 persen pada
September 2019. Angka kemiskinan ini setara dengan 1,282 juta jiwa pada September
2019, atau berkurang sekitar 21 ribu jiwa dalam satu semester terakhir. Persentase
penduduk miskin di daerah perkotaan pada September 2019 sebesar 8,39 persen,
mengalami penurunan dibanding Maret 2019 yang sebesar 8,56 persen. Demikian juga
penduduk miskin di daerah pedesaan, turun dari 9,14 persen pada Maret 2019 menjadi
8,93 persen pada September 2019.

Pada bulan September 2019, garis kemiskinan Sumatera Utara secara total
sebesar Rp. 466.122,- per kapita per bulan. Untuk daerah perkotaan, garis kemiskinannya
sebesar Rp. 506.538,- per kapita per bulan, sedangkan untuk daerah pedesaan sebesar
Rp. 470.545,- per kapita per bulan. Persebaran penduduk miskin per kabupaten/kota tahun
2019 dapat dilihat pada grafik berikut ini.
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Gambar 1.4
Persebaran Penduduk Miskin Berdasarkan Kabupaten/Kota di Sumatera Utara Tahun 2019
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Sumber: BPS Sumatera Utara, 2020
Gambar 1.4 menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin terbesar ada di Kota

Medan yaitu 183.790 jiwa, sedangkan jumlah penduduk miskin terkecil ada di Kabupaten
Pakpak Bharat yaitu sebesar 4.520 jiwa. Persentase penduduk miskin terbesar di Provinsi
Sumatera Utara tahun 2019 diketahui ada di Kabupaten Nias Barat (25,51%), Kabupaten
Nias Utara (24,99%) dan Kabupaten Nias Selatan (16,45%). Sedangkan wilayah dengan
persentase penduduk miskin terendah adalah Kabupaten Deli Serdang (3,89%), Kota Binjai

(5,66%), dan Kota Padangsidimpuan (7,26%).
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Gambar 1.5
Persentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota
di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019
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Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara, 2020

Permasalahan kemiskinan merupakan permasalahan yang kompleks dan bersifat
multi dimensional, oleh karena itu, upaya pengentasan kemiskinan harus dilakukan

secara komprehensif, mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat, dan dilaksanakan

secara terpadu.

Masalah kemiskinan juga perlu memperhatikan tingkat kedalaman dan keparahan
kemiskinan. Indeks Kedalaman Kemiskinan (Poverty Gap Index) merupakan ukuran rata-
rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis
kemiskinan. Semakin besar nilai indeks semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk
miskin dari garis kemiskinan. Indeks Kedalaman Kemiskinan Provinsi Sumatera Utara
tahun 2019 sebesar 1,48. Indeks Keparahan Kemiskinan (Poverty Severity Index)

memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin.
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Semakin tinggi nilai indeks semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk

miskin. Indeks Keparahan Kemiskinan Provinsi Sumatera Utara tahun 2019 sebesar 0,37.

Ukuran yang dapat menggambarkan ketimpangan pendapatan yaitu Koefisien
Gini/Indeks Gini (Gini Ratio). Indeks Gini adalah suatu koefisien yang menunjukkan
tingkat ketimpangan atau kemerataan distribusi pendapatan secara menyeluruh. Nilai
Indeks Gini ada di antara 0 dan 1. Semakin tinggi nilai Indeks Gini menunjukkan
ketidakmerataan pendapatan yang semakin tinggi. Apabila nilai Indeks Gini 0 artinya
terdapat kemerataan yang sempurna pada distribusi pendapatan, sedangkan jika bernilai 1
berarti terjadi ketidakmerataan pendapatan yang sempurna. Indeks Gini Provinsi Sumatera
Utara tahun 2019 sebesar 0,317.

Pendapatan yang diterima rumah tangga dapat menggambarkan tingkat
kesejahteraan rumah tangga tersebut. Mengingat sulitnya memperoleh informasi
pendapatan rumah tangga yang akurat, maka dilakukan pendekatan melalui data
pengeluaran rumah tangga yang dibedakan menurut kelompok makanan dan bukan
makanan. Kedua kelompok tersebut dapat menggambarkan bagaimana rumah tangga
mengalokasikan kebutuhan rumah tangganya. Menurut hukum ekonomi (Ernest Engel,
1857) bila selera tidak berbeda maka persentase pengeluaran untuk makanan akan
menurun seiring dengan meningkatnya pendapatan. Dengan demikian, secara umum
semakin meningkat pendapatan (kesejahteraan), semakin berkurang persentase
pengeluaran untuk makanan.

Pada Gambar 1.6 persentase rata-rata pengeluaran per kapita sebulan yang
digunakan untuk memenuhi kebutuhan makanan (54,17%) masih lebih besar
dibandingkan dengan pengeluaran untuk non makanan (45,83%). Tiga pengeluaran
terbesar adalah untuk perumahan dan fasilitas rumah tangga (22,30%), makanan dan
minuman jadi (16,04%), dan pengeluaran untuk aneka komoditas dan jasa (12,16%).
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Gambar 1.6

Persentase Rata-rata Pengeluaran Per Kapita Per Bulan
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Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara, 2020

Pertumbuhan ekonomi berkaitan erat dengan kesempatan kerja di Sumatera Utara.
Penduduk dilihat dari sisi ketenagakerjaan merupakan suplai bagi pasar tenaga kerja,
namun hanya penduduk usia kerja (usia 15 tahun ke atas) yang dapat menawarkan
tenaganya di pasar kerja. Penduduk usia kerja dibagi menjadi dua kelompok yaitu angkatan
kerja dan bukan angkatan kerja. Kelompok angkatan kerja terdiri dari penduduk yang
bekerja (aktif bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja) dan
pengangguran (penduduk yang sedang mencari pekerjaan, sedang mempersiapkan suatu
usaha, sudah memiliki pekerjaan tetapi belum mulai bekerja, merasa tidak mungkin
mendapat pekerjaan/putus asa). Sedangkan kelompok bukan angkatan kerja terdiri dari
penduduk sedang bersekolah, mengurus rumah tangga dan lainnya.

Tabel 1.4 menunjukkan keadaan ketenagakerjaan di Provinsi Sumatera Utara
pada tahun 2016 — 2019. Terdapat peningkatan jumlah angkatan kerja dan penduduk yang
bekerja selama periode 2016 — 2019, dimana jumlah pengangguran terbuka ditemukan

berfluktuasi.
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Tabel 1.4
Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Jenis Kegiatan Utama 2016 — 2019

Angkatan Kerja 2016 2017 2018 2019
Jumlah Angkatan kerja 6.362.909 6.743.277 7.124.458 7.063.662
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%) 65,99 68,88 71,82 70,19
Jumlah penduduk yang bekerja 5.991.229 6.365.989 6.728.431 6.681.224
Jumlah pengangguran terbuka 371.680 377.288 396.027 382.438
Tingkat Pengangguran Terbuka (%) 5,84 5,60 5,56 5,41

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara, 2020

Angkatan kerja di Sumatera Utara adalah tamatan SD/Tidak Tamat SD (28,55%),
SMP (20,15%), tamatan SMA sebesar 38,44%, serta angkatan kerja berpendidikan
Diploma I, II, 1l & IV/Perguruan Tinggi (12,85%). Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
(TPAK) meningkat dari 65,99% pada tahun 2016 menjadi 70,19% pada tahun 2019.
TPAK merupakan persentase jumlah angkatan kerja terhadap jumlah penduduk usia kerja.
Indikator ini mengindikasikan besarnya penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di
suatu wilayah dan menunjukkan besaran relatif suplai tenaga kerja yang tersedia untuk
produksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian.

Jika dilihat dari status pekerjaan utama, lebih dari sepertiga penduduk berusia 15
tahun ke atas (41,54%), bekerja menjadi buruh/karyawan atau pegawai. Adapun yang
lainnya berusaha sendiri sebesar 19,82%, berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak
dibayar sebesar 14,25% dan pekerja keluarga/tidak dibayar sebesar 13,94%, pekerja bebas
sebesar 7,13% serta sebagian kecil yang menjadi pengusaha dengan mempekerjakan
buruh/karyawan tetap yaitu sebesar 3,30%. Dari sisi lapangan usaha, sebagian besar
penduduk Sumatera Utara bekerja di sektor jasa sebesar 47,76%, sektor pertanian
(perkebunan, kehutanan dan perikanan), yaitu sebanyak 35,53%, kemudian diikuti sektor

industri pengolahan sekitar 16,69%.
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Gambar 1.7
Persentase Angkatan Kerja 15 Tahun keatas Berdasarkan Pendidikan Tertinggi
Yang Ditamatkan di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019
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Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara, 2020

Gambar 1.8
Persentase Penduduk Umur 15 Tahun ke Atas Yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha
di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara, 2020

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menurun dari 5,56% pada tahun 2018
menjadi 5,41% pada tahun 2019. TPT menggambarkan proporsi angkatan kerja yang tidak
memiliki pekerjaan dan secara aktif mencari dan bersedia untuk bekerja, atau
perbandingan antara jumlah pencari kerja dengan jumlah angkatan kerja.
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Gambar 1.9

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2019
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Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara, 2020
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Dari gambar di atas tampak Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) berdasarkan
kabupaten/kota tahun 2019 yang paling tinggi adalah Kota Pematangsiantar (11,09%),
Kota Tebing Tinggi (8,60%) dan Kota Medan (8,53%). Sedangkan TPT yang paling
rendah adalah Kabupaten Pakpak Bharat (0,19%), Kabupaten Humbang Hasundutan
(0,33%) dan Kabupaten Nias (1,09%). Tingginya Tingkat Pengangguran Terbuka biasanya
seiring dengan pertambahan jumlah penduduk serta tidak didukung oleh tersedianya
lapangan kerja baru atau keengganan untuk menciptakan lapangan kerja (minimal) untuk
dirinya sendiri atau memang tidak memungkinkan untuk mendapatkan lapangan kerja atau

tidak memungkinkan untuk menciptakan lapangan kerja.
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1.4. KEADAAN PENDIDIKAN

Komponen pengukuran tingkat pembangunan manusia suatu negara yang cukup
berpengaruh yaitu komponen pendidikan. Perubahan yang terjadi secara terus menerus
pada perilaku masyarakat disebabkan oleh semakin meningkatnya tingkat pendidikan.
Pendidikan juga merupakan salah satu syarat mutlak pencapaian tujuan pembangunan
manusia, dan merupakan target pembangunan sekaligus sarana pembangunan nasional.
Pendidikan masyarakat dapat diukur dengan berbagai indikator, salah satu indikator yang
secara sensitif dapat mengukur tingkat Pendidikan masyarakat yaitu Rata-rata Lama
Sekolah (RLYS).

Gambar 1.10
Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas (dalam tahun)
Tahun 2014 - 2019
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Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara, 2014 — 2020

Rata-rata Lama Sekolah penduduk berumur 15 tahun ke atas cenderung meningkat,
yaitu 8,93 tahun pada tahun 2014 menjadi 9,45 tahun pada tahun 2019. Dengan capaian ini,
Provinsi Sumatera Utara termasuk dalam kategori provinsi telah mencapai program wajib
belajar 9 tahun.

Hal mendasar yang dibutuhkan oleh penduduk untuk menuju kehidupan yang lebih
sejahtera yaitu kemampuan membaca dan menulis. Penduduk yang bisa membaca dan

menulis secara umum memiliki akses ke berbagai hal yang jauh lebih besar dibandingkan

PROFIL KESEHATAN PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2019



dengan penduduk yang tidak memiliki kemampuan tersebut, sehingga peluang untuk hidup
lebih sejahtera dimiliki oleh penduduk yang bisa membaca dan menulis. Kemampuan
membaca dan menulis tercermin dari Angka Melek Huruf (AMH) dan Angka Buta Huruf
(ABH). Berdasarkan hasil Susenas 2019, AMH penduduk Sumatera Utara sebesar 99,15,
dimana untuk daerah perkotaan sebesar 99,65% sedangkan untuk daerah perdesaan sebesar
98,51%.

Tingkat partisipasi sekolah penduduk menurut kelompok umur sekolah atau jenjang
pendidikan tertentu diukur dengan indikator angka partisipasi. Terdapat tiga jenis indikator
yang memberikan gambaran mengenai partisipasi sekolah, yaitu Angka Partisipasi Sekolah
(APS), Angka Partisipasi Kasar (APK), dan Angka Partisipasi Murni (APM). APS
merupakan persentase jumlah murid kelompok usia sekolah tertentu yang bersekolah pada
berbagai jenjang Pendidikan dibagi dengan penduduk kelompok usia sekolah yang sesuai.
Indikator ini digunakan untuk mengetahui banyaknya anak usia sekolah yang masih
bersekolah di semua jenjang Pendidikan. APS secara umum dikategorikan menjadi 3
kelompok umur, yaitu 7 — 12 tahun mewakili umur setingkat SD, 13 — 15 tahun mewakili
umur setingkat SMP/MTs, 16 — 18 tahun mewakili umur setingkat SMA/SMK dan 19 — 24
tahun mewakili umur setingkat perguruan tinggi. Semakin tinggi APS berarti semakin

banyak anak usia sekolah yang bersekolah.

Gambar 1.11
Persentase Angka Partisipasi Sekolah di Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2017 - 2019
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Gambar 1.11 memperlihatkan APS tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 untuk
tiap kelompok umur sekolah. APS pada kelompok umur sekolah 7-12 tahun terjadi
penurunan sebesar 0,09% dibandingkan pada tahun 2018, sedangkan kelompok umur
13-15 tahun cenderung meningkat. APS pada kelompok umur sekolah 16-18 tahun dan
kelompok umur 19-24 tahun ditemukan cenderung fluktuatif. Semakin tinggi kelompok
umur maka tingkat partisipasi sekolahnya semakin kecil. Hal ini dimungkinkan pada
kelompok umur 16-18 tahun dan 19-24 tahun telah masuk dalam angkatan kerja dan
bekerja.

APK merupakan indikator yang dapat memberikan gambaran mengenai
partisipasi sekolah penduduk yang bersekolah pada jenjang pendidikan tertentu tanpa
memperhatikan umur. APK adalah rasio jumlah siswa, berapa pun usianya, yang sedang
sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang
berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu, dinyatakan dalam  persen. APK
menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum di suatu jenjang
pendidikan. Hasil perhitungan APK ini digunakan untuk mengetahui banyaknya anak
yang bersekolah di suatu jenjang pendidikan tertentu pada wilayah tertentu. Semakin tinggi
APK menunjukkan semakin banyak anak usia sekolah yang bersekolah di suatu jenjang
pendidikan pada suatu wilayah. Berikut ini akan digambarkan APK di Provinsi Sumatera
Utara tahun 2017 - 20109.

Gambar 1.12
Persentase Angka Partisipasi Kasar Pendidikan di Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2017 - 2019
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Pada Gambar 1.12 diketahui nilai APK untuk SD/MI tahun 2017—-2019 melebihi
100%, yang menunjukkan masih adanya penduduk yang terlalu cepat sekolah (penduduk
usia di bawah 7 tahun yang sudah bersekolah) atau terlambat bersekolah (penduduk usia
lebih dari 12 tahun masih bersekolah di SD/sederajat). Gambar 1.12 juga menunjukkan
bahwa nilai APK dari tahun 2017-2019 untuk seluruh kelompok usia sekolah
cenderung fluktuatif, dan belum ditemukan kenaikan yang terus-menerus setiap
tahunnya.

Indikator pendidikan lainnya yaitu Angka Partisipasi Murni (APM). APM
merupakan perbandingan antara jumlah siswa kelompok usia sekolah pada jenjang
pendidikan tertentu dengan penduduk usia sekolah yang sesuai dengan usianya,
dinyatakan dalam persen. Berbeda dengan APK, APM menggunakan batasan kelompok
umur. Indikator APM ini digunakan untuk mengetahui banyaknya anak usia sekolah yang
bersekolah pada suatu jenjang pendidikan yang sesuai dengan usianya. Semakin tinggi
APM menandakan semakin banyak anak usia sekolah yang bersekolah di suatu daerah.
Jika dibandingkan APK, APM merupakan indikator pendidikan yang lebih baik karena
memperhitungkan juga partisipasi penduduk kelompok usia standar di jenjang pendidikan

yang sesuai dengan standar tersebut.

Gambar 1.13
Persentase Angka Partisipasi Murni Pendidikan di Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2017 - 2019
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Pada Gambar 1.13, nilai APM tahun 2019 untuk SD/sederajat sebesar 97,67%,
SMP/sederajat sebesar 80,26%, dan SMA/sederajat sebesar 67,53%. Dibandingkan tahun
2018, terdapat peningkatan pada jenjang pendidikan SD, SMP dan SMA. Sedangkan
pada jenjang perguruan tinggi (PT), ditemukan penurunan sebesar 0,20%. Nilai APM
lebih  mencerminkan kondisi partisipasi sekolah dibandingkan nilai APK. Rincian APM
menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019, dapat dilihat pada tabel
berikut :

Tabel 1.5
Angka Partisipasi Murni (APM) Menurut Kabupaten/Kota
Di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018

No NAMA KAB/KOTA ANGKA PARTISIPASI MURNI (APM)
SD SMP SMA PT

1 Nias 98,78 78,11 62,52 5,85
2 Mandailing Natal 99,22 83,14 62,57 13,09
3 Tapanuli Selatan 98,57 82,07 66,93 15,34
4 Tapanuli Tengah 99,07 88,26 70,66 15,63
5 Tapanuli Utara 99,35 88,20 78,23 17,17
6 Toba Samosir 98,52 89,22 82,07 2,57
7 Labuhan Batu 99,37 86,94 68,22 10,82
8 Asahan 99,82 81,91 60,93 15,20
9 Simalungun 98,64 77,48 63,70 20,07
10 Dairi 99,36 90,53 80,65 9,48
11 Karo 98,64 83,15 73,18 10,53
12 Deli Serdang 95,03 70,82 67,81 19,77
13 Langkat 98,93 78,86 64,43 13,13
14 Nias Selatan 95,91 70,74 66,73 10,86
15 Humbang Hasundutan 99,29 92,94 86,51 10,30
16 Pakpak Bharat 99,05 88,02 80,01 8,27
17 Samosir 99,57 91,58 81,78 3,60
18 Serdang Bedagai 99,14 77,67 67,95 9,67
19 Batu Bara 99,20 74,37 60,19 10,89
20 Padang Lawas Utara 98,78 83,28 69,18 7,10
21 Padang Lawas 98,95 82,82 62,62 10,93
22 Labuhan Batu Selatan 98,80 84,44 71,75 11,02
23 Labuhan Batu Utara 99,80 74,57 64,27 12,51
24 Nias Utara 98,61 80,79 74,03 7,81
25 Nias Barat 99,52 82,58 78,85 5,94
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71 Sibolga 99,14 87,91 74,27 9,23
72 Tanjung Balai 98,38 81,82 71,75 10,04
73 Pematang Siantar 99,58 81,55 75,78 23,11
74 Tebing Tinggi 98,04 82,62 67,17 11,81
75 | Medan 93,47 80,00 61,43 33,54
76 Binjai 99,26 83,43 72,62 20,40
77 Padang Sidempuan 99,64 84,38 77,46 29,64
78 Gunung Sitoli 98,83 82,87 75,07 19,75
Sumatera Utara 97,67 80,26 67,53 18,76

Sumber : BPS Sumatera Utara-Susenas 2020

APM Kabupaten/Kota untuk tingkat SD rata-rata sudah mencapai 97,67, ini
menunjukkan tingkat partisipasi sekolah sudah cukup baik, namun untuk tingkat SMP, masih
ada sekitar 19,74% lagi usia sekolah namun tidak sekolah. Demikian juga tingkat SMA,
masih ada 32,47% lagi usia sekolah yang tidak sekolah. Untuk tingkat PT sebesar 18,76%,
kemungkinan sisanya sudah bekerja sehingga tidak kuliah lagi.

Peningkatan kualitas dan partisipasi sekolah penduduk tentunya harus diimbangi
dengan penyediaan sarana fisik pendidikan maupun tenaga guru yang memadai. Pada
tingkat pendidikan dasar, jumlah Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah pada tahun 2019
ada sebanyak 10.746 unit dengan jumlah guru 117.768 orang dan murid sebanyak
1.851.501 orang. Sementara jumlah Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah
Tsanawiyah ada sebanyak 3.700 sekolah dengan jumlah guru 59.300 orang dan jumlah
murid ada sebanyak 868.562 orang. Pada tahun yang sama jumlah Sekolah Menengah Atas
dan Madrasah Aliyah serta Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) ada sebanyak 2.604
sekolah dengan jumlah guru dan murid masing-masing 50.427 orang dan 774.752 siswa
termasuk didalamnya.

Rasio murid SD/sederajat terhadap sekolah di Sumatera Utara secara rata-rata
pada tahun 2019 sebesar 173. Rasio tertinggi terdapat di Kota Medan sebanyak 274 murid
per sekolah. Sedangkan rasio terkecil terdapat di Kabupaten Samosir yaitu sebesar 96
murid per sekolah. Pada tingkat pendidikan SMP/sederajat, rasio murid terhadap sekolah
adalah sebesar 235 murid per sekolah. Rasio tertinggi terdapat di Kota Pematangsiantar
yaitu 401 murid untuk setiap sekolah dan yang terendah terdapat di Kabupaten Pakpak
Bharat yaitu 109 murid untuk setiap sekolah. Sementara itu rasio murid SMA/sederajat

terhadap sekolah sebesar 298 murid per sekolah. Rasio yang tertinggi terdapat di Kota
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Tanjung Balai yaitu 386 murid per sekolah dan terendah di Kabupaten Nias Selatan yaitu
174 murid untuk setiap sekolah. Jumlah perguruan tinggi swasta pada tahun 2019 sebanyak
264 PTS, yang terdiri dari 36 universitas, 92 sekolah tinggi, 9 institut, 112 akademi, dan 15
politeknik.

1.5. INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM)

Menurut United Nations Development Program (UNDP), Indeks Pembangunan
Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen
dasar kualitas hidup. IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar, sebagai ukuran
kualitas hidup, yaitu umur panjang dan sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak.

Untuk mengukur dimensi umur Panjang dan sehat (dimensi kesehatan) digunakan
Angka Harapan Hidup (AHH) waktu lahir. Untuk mengukur dimensi pengetahuan
digunakan gabungan Indikator Angka Melek Huruf dan Rata-rata Lama Sekolah.
Sedangkan untuk mengukur dimensi kehidupan yang layak, digunakan Indikator
Kemampuan Daya Beli (purchasing power parity) masyarakat terhadap sejumlah
kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita (PDB).

Pada tahun 2014 terjadi perubahan metodologi IPM. Angka Melek Huruf pada
metode lama diganti dengan angka harapan lama sekolah. Produk Domestik Bruto (PDB)
per kapita diganti dengan Produk Nasional Bruto (PNB) per kapita. Metode agregasi dari
rata-rata aritmatik menjadi rata-rata geometrik.

Pembangunan manusia Provinsi Sumatera Utara terus mengalami peningkatan
dari tahun ke tahun. Dalam enam tahun terakhir, nilai IPM Provinsi Sumatera Utara telah
meningkat 3,43 poin, yaitu dari 68,31 pada tahun 2013 menjadi 71,74 pada tahun 20109.
Selama periode tersebut, IPM Provinsi Sumatera Utara rata-rata tumbuh sebesar 0,57%
per tahun dan meningkat dari level ‘sedang’ menjadi ‘tinggi’.

Untuk melihat capaian IPM antar wilayah dapat dilihat melalui pengelompokan

IPM ke dalam beberapa kategori, yaitu :

e IPM<60 : IPM rendah

e 60<IPM<70 : IPM sedang

e 70<IPM <80 : IPM tinggi

e >80 : IPM sangat tinggi
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Gambar 1.14 menunjukkan nilai IPM menurut kabupaten/kota di Provinsi
Sumatera Utara tahun 2019. Berdasarkan pembagian tersebut, hanya satu kabupaten/kota
yang mempunyai nilai IPM kategori sangat tinggi yaitu Kota Medan dengan IPM 80,97.
Ketersediaan sarana kesehatan, Pendidikan dan perekonomian serta kemudahan akses
terhadap semua sarana tersebut membuat Kota Medan lebih unggul dibandingkan dengan

kabupaten/kota lain di Provinsi Sumatera Utara. Kondisi ini menjadi pendorong

tingginya capaian pembangunan manusia di Kota Medan.

Gambar 1.14
Indeks Pembangunan Manusia Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2019
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Il. SARANA KESEHATAN

Derajat kesehatan masyarakat suatu wilayah dipengaruhi oleh keberadaan sarana
kesehatan. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyatakan bahwa
fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk
menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif, maupun
rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.

Sarana kesehatan yang akan dibahas pada bagian ini terdiri dari fasilitas
pelayanan kesehatan serta sarana kefarmasian dan alat kesehatan. Berdasarkan Peraturan
Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan, jenis fasilitas
terdiri atas: (a) tempat praktik mandiri tenaga kesehatan, (b) pusat kesehatan masyarakat,
(c) Kklinik, (d) rumah sakit, (e) apotek, (f) unit transfusi darah, (g) laboratorium
kesehatan. Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang dibahas pada bagian ini terdiri dari FKTP/
Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (Puskesmas, klinik pratama, praktik dokter/dokter
gigi perseorangan), dan FKRTL/Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut (rumah sakit

umum dan rumah sakit khusus).

2.1. PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT (PUSKESMAS)

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas
menyebutkan bahwa Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang
menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat
pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai
derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.

Puskesmas mempunyai tugas melaksanakan kebijakan kesehatan untuk mencapai
tujuan pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya dalam rangka mendukung
terwujudnya Kecamatan Sehat. Selain melaksanakan tugas tersebut, Puskesmas memiliki
fungsi sebagai penyelenggara Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) tingkat pertama dan
Upaya Kesehatan Perseorangan (UKP) tingkat pertama serta sebagai wahana pendidikan
tenaga kesehatan.

Upaya kesehatan masyarakat adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan

meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah kesehatan
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dengan sasaran keluarga, kelompok, dan masyarakat. Upaya kesehatan perseorangan
adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang ditujukan
untuk peningkatan, pencegahan, penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat
penyakit, dan memulihkan kesehatan perseorangan.

Jumlah Puskesmas di Sumatera Utara sampai dengan Desember 2019 adalah 601
unit, yang terdiri dari 171 unit Puskesmas rawat inap dan 430 unit Puskesmas non rawat
inap. Jumlah ini meningkat dibandingkan tahun 2018 yaitu sebanyak 580 unit, dengan
jumlah Puskesmas rawat inap sebanyak 170 unit dan Puskesmas non rawat inap sebanyak
410 unit. Dalam kurun waktu 6 tahun terakhir, terjadi peningkatan jumlah Puskesmas
yang dapat dilihat pada gambar berikut. Data mengenai jumlah Puskesmas ini dapat dilihat

secara lengkap pada Lampiran Tabel 4.

Gambar 2.1
Jumlah Puskesmas Di Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2014 s/d 2019
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Sumber : Profil Kesehatan Kab/Kota 2019

Dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2017, hanya ada penambahan 1 Puskesmas
di Provinsi Sumatera Utara. Namun pada tahun 2018, terdapat penambahan 9 Puskesmas
baru, dan di tahun 2019 bertambah lagi sebanyak 21 Puskesmas baru. Peningkatan jumlah
Puskesmas tidak secara langsung menggambarkan pemenuhan kebutuhan pelayanan

kesehatan primer di suatu wilayah. Pemenuhan kebutuhan pelayanan kesehatan primer
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dapat dilihat secara umum dari rasio Puskesmas terhadap kecamatan. Rasio Puskesmas
terhadap kecamatan pada tahun 2019 sebesar 1,33. Hal ini menggambarkan bahwa rasio
ideal Puskesmas terhadap kecamatan, yaitu minimal 1 Puskesmas di 1 kecamatan, sudah
terpenuhi di Provinsi Sumatera Utara, tetapi perlu diperhatikan distribusi dari

Puskesmas tersebut di seluruh kecamatan.

Gambar 2.2
Rasio Puskesmas Per Kecamatan di Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2019
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Kabupaten dengan rasio tertinggi Puskesmas terhadap kecamatan adalah
Kabupaten Labuhanbatu Selatan sebesar 3,40 Puskesmas per kecamatan. Terdapat lima
kabupaten/kota yang memiliki rasio terendah sebesar 1,0 puskesmas per kecamatan
yaitu: Nias Selatan, Pakpak Bharat, Nias Utara, Nias Barat dan Gunungsitoli.

Rasio Puskesmas per kecamatan tersebut dapat menggambarkan kondisi
aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan kesehatan primer. Aksesibilitas masyarakat
dipengaruhi oleh berbagai faktor di antaranya kondisi geografis, luas wilayah,

ketersediaan sarana dan prasarana dasar, dan kemajuan suatu daerah. Sebagai contoh,
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seluruh kabupaten/kota di kepulauan Nias memiliki rasio Puskesmas per kecamatan
terendah. Hal ini dapat disebabkan karena wilayah kerja yang luas dengan medan yang

sulit serta keterbatasan sistem transportasi untuk menjangkau pelayanan kesehatan.

2.1.1. Puskesmas Rawat Inap dan Puskesmas Non Rawat Inap

Berikut disajikan perkembangan jumlah Puskesmas rawat inap dan non rawat inap
dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2019 di Provinsi Sumatera Utara.

Gambar 2.3
Jumlah Puskesmas Rawat Inap dan Puskesmas Non Rawat Inap
di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2014 - 2019
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Sumber: Bidang Yankes Dinkes Provsu 2019

Jumlah Puskesmas rawat inap selama lima tahun terakhir mengalami
penurunan, yaitu dari sebanyak 176 unit pada tahun 2014, turun menjadi 170 unit pada
tahun 2018, dan turun lagi di tahun 2019 menjadi 171 unit. Jumlah Puskesmas non rawat
inap cenderung naik, yaitu dari 394 pada tahun 2014 menjadi 430 pada tahun 20109.
Gambaran lebih rinci tentang jumlah dan jenis Puskesmas menurut kabupaten/kota terdapat
pada lampiran tabel 4.

Dalam menjalankan fungsinya sebagai penyelenggara Upaya Kesehatan
Masyarakat (UKM), Puskesmas harus menyelenggarakan UKM esensial dalam rangka
mendukung pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) kabupaten/kota bidang
kesehatan. UKM esensial meliputi pelayanan promosi kesehatan, pelayanan kesehatan
lingkungan, pelayanan kesehatan ibu, anak, keluarga berencana, pelayanan gizi, dan
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pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit. Selain melaksanakan UKM esensial,
Puskesmas juga melaksanakan UKM pengembangan yang disesuaikan dengan prioritas
masalah kesehatan, kekhususan wilayah kerja dan potensi sumber daya yang tersedia di
masing-masing Puskesmas. Sebagai contoh UKM pengembangan yaitu Pelayanan

Kesehatan Kerja, Pelayanan Kesehatan Olahraga, dan Pelayanan Kesehatan Tradisional.

2.1.2. Puskesmas yang Memberikan Pelayanan Sesuai Standar

Merujuk pada Peraturan Menkes Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas,
diharapkan Puskesmas dapat memberikan pelayanan sesuai standar. Dari hasil pengisian
instrumen self assessment oleh Puskesmas di Provinsi Sumatera Utara, pada tahun 2019
terdapat 506 Puskesmas (84,33%) yang telah memberikan pelayanan sesuai standar dari

600 puskesmas yang telah melaporkan ke provinsi.

Gambar 2.4
Persentase Puskesmas Yang Memberikan Pelayanan Sesuai Standar
Di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019
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Berdasarkan Gambar 2.4 diketahui bahwa terdapat 10 kabupaten/kota yang

seluruh Puskesmas di wilayahnya telah memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar
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yaitu; Sibolga, Pakpak Bharat, Nias Barat, Tanjung Balai, Binjai, Tebing Tinggi,
Padangsidempuan, Tapanuli Utara, Langkat dan Deli Serdang. Sedangkan kabupaten
dengan persentase Puskesmas yang telah memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar
paling sedikit adalah Kabupaten Nias, yaitu hanya 1 puskesmas atau 10 persen dari total

Puskesmas yang ada di wilayahnya.

2.1.3. Puskesmas yang Bekerjasama dengan UTD dan RS dalam
Pelayanan Darah untuk Menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI)

Pada tahun 2019, terdapat 278 Puskesmas yang bekerja sama melalui Dinas
Kesehatan dengan UTD dan RS. Terdapat 13 kabupaten/kota yang melaksanakan

pelayanan kerjasama seperti pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.1
Jumlah Puskesmas yang Bekerjasama dengan UTD dan RS dalam Pelayanan Darah Untuk
Menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI) di Provinsi Sumatera Utara

Tahun 2019
No. Provinsi Jumlah Puskesmas
1 Medan 41
2 Deli Serdang 34
3 Langkat 30
4 Asahan 26
5 Mandailing Natal 26
6 Serdang Bedagai 20
Pematang Siantar 19
8 Karo 19
9 Labuhanbatu Selatan 17
10 Tapanuli Selatan 16
11 Labuhanbatu 15
12 Padangsidempuan 10
13 Sibolga 5
Total 278
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2.1.4. Puskesmas Dengan Upaya Kesehatan Kerja

Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan pada Bab XIlI
Kesehatan Kerja, Pasal 164-166 menyebutkan bahwa upaya kesehatan kerja ditujukan
untuk melindungi pekerja agar hidup sehat dan terbebas dari gangguan kesehatan serta
pengaruh buruk yang diakibatkan oleh pekerjaan. Selain itu, pemerintah harus melakukan
pembinaan dan pengawasan terhadap masyarakat dan setiap penyelenggara kegiatan yang
berhubungan dengan sumber daya kesehatan di bidang kesehatan dan upaya kesehatan baik
pada sektor formal (usaha besar dan menengah) maupun sektor informal (usaha
mandiri/individu, rumah tangga, mikro dan kecil).

Puskesmas memiliki peran strategis dalam upaya kesehatan kerja kedua sektor
tersebut, utamanya pada sektor informal. Upaya kesehatan kerja di Puskesmas
diselenggarakan sesuai dengan keadaan dan permasalahan yang ada di wilayah Puskesmas
atau lokal spesifik. Dengan demikian sampai saat ini upaya kesehatan kerja di Puskesmas
lebih dititikberatkan pada wilayah industry atau perkotaan sehingga dapat menjangkau

pekerja yang ada di Sumatera Utara.

Sesuai dengan indikator Kinerja upaya kesehatan masyarakat bahwa diharapkan
kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara memiliki minimal 3 puskesmas yang
melaksanakan kegiatan kesehatan kerja. Sampai dengan tahun 2019, jumlah
kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara yang telah memiliki minimal 3 Puskesmas
yang melaksanakan kegiatan kesehatan olahraga ada sebanyak 22 Kabupaten/Kota.

Dari 22 kabupaten/kota tersebut jumlah puskesmas terbanyak melakukan
kegiatan kesehatan olahraga adalah Kota Medan sebanyak 31 Puskesmas, diikuti Kota
Pematangsiantar sebanyak 16 puskesmas dan Kabupaten Labuhanbatu sebanyak 13
puskesmas. Dilaporkan ada 3 kabupaten yang tidak satupun Puskesmas di wilayahnya
melakukan kesehatan olahraga, yaitu Nias Utara, Nias Barat dan Samosir.

Jumlah puskesmas yang melakukan pelayanan kesehatan kerja per-
kabupaten/kota akan ditunjukkan pada grafik berikut ini.
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Gambar 2.5
Jumlah Puskesmas Yang Memberikan Pelayanan Kesehatan Kerja
Di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019
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Sumber: Bidang Kesmas Dinkes Prov.Sumut Tahun 2019
Gambaran persentase puskesmas yang melakukan pelayanan kesehatan kerja
per-kabupaten/kota akan ditunjukkan pada grafik berikut ini.
Gambar 2.6

Persentase Puskesmas Yang Memberikan Pelayanan Kesehatan Kerja
Di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019
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Sumber: Bidang Kesmas Dinkes Prov.Sumut Tahun 2019
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Dari Gambar 2.6 di atas, diketahui ada 3 Kota yang menyatakan semua
Puskesmas di wilayahnya telah melakukan pelayanan kesehatan kerja dasar, yaitu

Sibolga, Tebing Tinggi dan Binjai.

2.1.5. Puskesmas dengan Upaya Kesehatan Olahraga

Upaya kesehatan olahraga diselenggarakan untuk meningkatkan kesehatan dan
kebugaran jasmani masyarakat. Kesehatan olahraga merupakan upaya dasar dalam
meningkatkan prestasi belajar, prestasi kerja dan prestasi olahraga melalui aktivitas fisik,
latihan fisik dan olahraga seperti tercantum dalam Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009.
Upaya kesehatan olahraga dapat dilaksanakan di pelayanan kesehatan dasar seperti
Puskesmas maupun pelayanan kesehatan rujukan.

Upaya kesehatan olahraga yang diselenggarakan di Puskesmas meliputi
pendataan, pembinaan, dan pelayanan kesehatan olahraga. Pendataan kelompok olahraga
berupa pendataan terhadap kelompok/kelas ibu hamil, kelompok sekolah melalui UKS,
kelompok jemaah haji, kelompok pekerja, kelompok lanjut usia, dan kelompok olahraga
lainnya. Pembinaan kesehatan olahraga berupa pemeriksaan kesehatan dan penyuluhan
kesehatan olahraga. Pembinaan tersebut ditujukan pada kelompok olahraga di sekolah,
Klub jantung sehat, Posyandu lanjut usia, kelompok senam ibu hamil, kelompok senam
diabetes, kelompok senam pencegahan osteoporosis, pembinaan kebugaran jasmani jemaah
calon haji, fitness center, dan kelompok olahraga/latihan fisik lain. Pelayanan kesehatan
olahraga berupa konsultasi/konseling kesehatan olahraga, pengukuran kebugaran jasmani,
penanganan cedera olahraga akut, dan pelayanan kesehatan pada kegiatan olahraga.

Sesuai dengan indikator kinerja upaya kesehatan masyarakat bahwa diharapkan
kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara memiliki minimal 3 puskesmas yang
melaksanakan kegiatan kesehatan olahraga. Sampai dengan tahun 2019, jumlah
kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara yang telah memiliki minimal 3 Puskesmas
yang melaksanakan kegiatan kesehatan olahraga ada sebanyak 18 Kabupaten/Kota.

Dari 18 kabupaten/kota tersebut jumlah puskesmas terbanyak melakukan
kegiatan kesehatan olahraga adalah Kabupaten Padang Lawas sebanyak 7 puskesmas,
diikuti Kabupaten Padang Lawas Utara dan Kota Medan, masing-masing 6 puskesmas.

Dilaporkan ada 5 kabupaten yang tidak satupun Puskesmas di wilayahnya melakukan
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kesehatan olahraga, yaitu Nias Utara, Nias Barat, Pakpak Bharat, Samosir dan
Gunungsitoli.
Gambar 2.7

Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Kegiatan Kesehatan Olahraga pada
Kelompok Masyarakat Menurut Kabupaten/Kota di Sumatera Utara Tahun 2019
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Sumber: Bidang Kesmas Dinkes Provsu 2019
2.1.6. Pelayanan Kesehatan Tradisional di Puskesmas

Pelayanan kesehatan tradisional berperan dalam siklus kehidupan atau continuum
of care sejak dalam masa kandungan sampai usia lanjut, diberikan baik dengan metode
keterampilan maupun ramuan. Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2014 tentang
Pelayanan Kesehatan Tradisional menyatakan bahwa jenis pelayanan kesehatan
tradisional dibagi menjadi pelayanan kesehatan tradisional empiris, pelayanan kesehatan
tradisional komplementer dan pelayanan kesehatan tradisional integrasi, dan pelayanan
kesehatan tradisional yang dimaksud harus dapat dipertanggungjawabkan keamanan dan
manfaatnya serta tidak bertentangan dengan norma agama dan kebudayaan masyarakat.

Pelayanan kesehatan tradisional memiliki potensi yang cukup besar dan perlu
mendapat perhatian yang serius sebagai bagian dari pembangunan kesehatan nasional.
Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 — 2023 telah menetapkan

indikator pencapaian target penyelenggaraan pelayanan kesehatan tradisional, yaitu Dinas
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Kesehatan Kabupaten/Kota yang memiliki minimal 4 puskesmas yang menyelenggarakan

pelayanan kesehatan tradisional di wilayahnya.

Puskesmas dianggap telah menyelenggarakan kesehatan tradisional terhadap
masyarakat di wilayah kerjanya jika memenuhi salah satu kriteria di bawah ini:

1. Puskesmas yang melaksanakan asuhan mandiri kesehatan tradisional ramuan
(pemanfaatan taman obat keluarga) dan keterampilan (akupresur untuk keluhan
ringan).

2. Puskesmas yang melaksanakan kegiatan pembinaan meliputi pengumpulan data
kesehatan tradisional, fasilitasi registrasi/perizinan dan bimbingan teknis serta
pemantauan pelayanan kesehatan tradisional.

3. Puskesmas yang memiliki tenaga kesehatan sudah dilatih pelayanan kesehatan
tradisional (akupresur untuk perawat, bidan dan fisioterapi; akupunktur untuk dokter).

Pada tahun 2019 terdapat 23 kabupaten/kota atau 69,69% yang sudah ada minimal 4

Puskesmas di wilayahnya yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan tradisional. Hasil

tersebut menunjukkan bahwa target yang telah ditetapkan di Renstra Dinas Kesehatan

Provinsi Sumatera Utara sebesar 50% sudah terpenuhi. Jumlah puskesmas yang sudah

melaksanakan pelayanan kesehatan tradisional per kabupaten/kota dapat dilihat pada

grafik berikut ini.

Gambar 2.8
Jumlah Puskesmas yang Menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan Tradisional
Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019
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Sumber: Bidang Yankes Dinkes Prov.Sumatera Utara Tahun 2019
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Dari Gambar 2.8 di atas diketahui bahwa Kabupaten Dairi dan Kabupaten Asahan
memiliki Puskesmas yang paling banyak menyelenggarakan pelayanan kesehatan tradisional
di wilayahnya, yaitu masing-masing 8 (delapan) Puskesmas. Sedangkan Kabupaten Nias
Barat, Nias Selatan, dan Nias Utara menjadi kabupaten dengan jumlah Puskesmas yang
paling sedikit menyelenggarakan pelayanan kesehatan tradisional di wilayah kerjanya, yaitu

masing-masing hanya 2 (dua) Puskesmas.

2.1.7. Akreditasi Puskesmas

Sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat
Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), Pasal 57 menyatakan bahwa dalam upaya
peningkatan mutu pelayanan Puskesmas wajib dilakukan akreditasi secara berkala paling
sedikit tiga tahun sekali. Sebagai tindak lanjutnya, diterbitkan Permenkes Nomor 46 Tahun
2015 tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik Pratama, Tempat Praktik Mandiri Dokter, dan
Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi sebagai dasar hukum yang mengatur teknis
pelaksanaan akreditasi di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP).

Akreditasi adalah pengakuan yang diberikan oleh lembaga independen
penyelenggara akreditasi yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan setelah memenuhi
standar akreditasi. Akreditasi merupakan salah satu bentuk upaya peningkatan mutu
fasilitas pelayanan kesehatan termasuk untuk pelayanan FKTP. Sesuai Permenkes Nomor
46 Tahun 2015, akreditasi FKTP bertujuan untuk 1) meningkatkan mutu pelayanan dan
keselamatan pasien, 2) meningkatkan perlindungan bagi sumber daya manusia kesehatan,
masyarakat dan lingkungannya, serta Puskesmas, klinik pratama, tempat praktik mandiri
dokter, dan tempat praktik mandiri dokter gigi sebagai institusi, dan 3) meningkatkan
kinerja Puskesmas, Klinik Pratama, tempat praktik mandiri dokter, dan tempat praktik
mandiri dokter gigi dalam pelayanan kesehatan perseorangan dan/atau kesehatan
masyarakat.

Akreditasi menjadi pemicu Puskesmas dalam membangun sistem tata kelola yang
lebih baik secara bertahap dan berkesinambungan melalui perbaikan tata kelola: 1)
manajemen secara institusi, 2) manajemen program, 3) manajemen risiko, dan 4)
manajemen mutu. Pada tahun 2019, terdapat 154 Puskesmas yang telah terakreditasi dan

terdapat 20 puskesmas yang melakukan akreditasi ulang (reakreditasi), sehingga

PROFIL KESEHATAN PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2019



menjadikan total Puskesmas di Provinsi Sumatera Utara yang sudah terakreditasi
sampai dengan tahun 2019 sebanyak 559 dari 600 Puskesmas atau sekitar 93,16%.

Gambar 2.9
Persentase Akreditasi Puskesmas Menurut Kabupaten/Kota
Di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019
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Sumber: Bidang Yankes Dinkes Provsu 2019

Gambar 2.8 menunjukkan bahwa terdapat 20 (dua puluh) kabupaten/kota yang
seluruh Puskesmas di wilayahnya telah terakreditasi. Terdapat 3 (tiga) Kabupaten/Kota
yang jumlah puskesmasnya di akreditasi dibawah 80% yaitu Tanjungbalai (50%), Nias
Barat ( 62,50%) dan Nias Selatan (62,86%).

Dari 559 Puskesmas yang terakreditasi sampai dengan tahun 2019, sebagian
besar lulus dengan tingkat Madya (293 Puskesmas atau 52,41%) dan akreditasi Dasar (236
Puskesmas atau 42,22%). Terdapat 29 Puskesmas yang terakreditasi dengan status kelulusan
Utama (5,18%) serta hanya 1 Puskesmas dengan status kelulusan paripurna (0,17%).
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2.2. KLINIK

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2014 tentang Klinik,
Klinik diartikan sebagai fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan
kesehatan perorangan yang menyediakan pelayanan medik dan/atau spesialistik.

Pada tahun 2019, terdapat 874 klinik yang tersebar di seluruh Provinsi Sumatera
Utara, terdiri dari 33 Klinik Utama dan 841 Klinik Pratama. Kabupaten/Kota dengan
Klinik Utama terbanyak adalah Kota Medan dan Kabupaten Deli Serdang dengan
jumlah 10 Klinik Utama, diikuti Kabupaten Labuhanbatu (4 Klinik Utama) dan Kota
Pematangsiantar (3 Klinik Utama). Terdapat 23 kabupaten/kota yang melaporkan tidak
memiliki Klinik Utama di wilayahnya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada grafik

berikut ini.

Gambar 2.10
Jumlah Klinik Utama Menurut Kabupaten/Kota Di Sumatera Utara
Tahun 2019
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Sumber : Profil Kesehatan Kab/Kota 2019

Gambar 2.11 menunjukkan bahwa Kota Medan memiliki Klinik Pratama terbanyak
di Provinsi Sumatera Utara, yaitu sebesar 171 Klinik Pratama, diikuti Kabupaten Deli

Serdang memiliki 158 Klinik Pratama, dan Kabupaten Karo dengan 59 Klinik Pratama.
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Gambar 2.11
Jumlah Klinik Pratama Per Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019
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Sumber: Profil Kesehatan Kab/kota 2019

2.3. PRAKTIK MANDIRITENAGA KESEHATAN

Dokter/dokter gigi yang menjalankan praktik kedokteran wajib memiliki SIP
(Surat Izin Praktik) yang merupakan bukti tertulis yang diberikan Dinas Kesehatan
Kabupaten/Kota kepada dokter dan dokter gigi yang akan menjalankan praktik kedokteran
setelah memenuhi persyaratan. Selain itu, praktik mandiri dokter/dokter gigi wajib
memiliki Surat Tanda Registrasi, selanjutnya disingkat STR, yang merupakan bukti
tertulis yang diberikan oleh Konsil Kedokteran Indonesia kepada dokter dan dokter gigi
yang telah diregistrasi.

Pada tahun 2019, di Provinsi Sumatera Utara terdapat 942 praktik mandiri dokter
umum, 315 praktik mandiri dokter gigi, 270 praktik dokter Bersama, dan 259 orang
praktik dokter spesialis perorangan. Kota Medan merupakan kota dengan jumlah praktik
mandiri dokter umum terbanyak yaitu 168, diikuti Kabupaten Deli serdang (116 praktik)
dan Kabupaten Labuhanbatu (74 praktik). Jumlah praktik mandiri dokter umum per
kabupaten/kota dapat dilihat pada gambar berikut ini.
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Gambar 2.12
Jumlah Praktik Mandiri Dokter Umum Per Kabupaten/Kota
di Sumatera Utara Tahun 2019
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Sumber: Profil Kesehatan Kab/Kota Tahun 2019

Gambar 2.12 menunjukkan bahwa terdapat 1 kabupaten yang melaporkan tidak
ada praktik dokter umum mandiri di wilayahnya, yaitu Kabupaten Nias Barat. Persebaran

praktek dokter gigi di kabupaten/kota akan disajikan pada gambar berikut ini.

Gambar 2.13
Jumlah Praktik Mandiri Dokter Gigi Per Kabupaten/Kota
Di Sumatera Utara Tahun 2019
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Sumber: Profil Kesehatan Kab/Kota Tahun 2019

PROFIL KESEHATAN PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2019



Gambar 2.13 menunjukkan bahwa praktik dokter gigi mandiri terbanyak ada di
Kota Medan, yaitu 85 praktik dokter gigi, diikuti Kota Pematangsiantar (32 praktik dokter
gigi) dan Kabupaten Labuhanbatu (28 praktik dokter gigi). Terdapat 7 kabupaten yang
melaporkan tidak ada praktik mandiri dokter gigi, yaitu Pakpak Bharat, Nias, Nias
Selatan, Nias Barat, Tapnuli Selatan dan Padang Lawas. Data mengenai praktik mandiri

tenaga kesehatan ini dapat dilihat pada lampiran tabel 4.

2.4. RUMAH SAKIT

Dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat selain upaya promotif
dan preventif, diperlukan juga upaya kuratif dan rehabilitatif. Upaya kesehatan yang
bersifat kuratif dan rehabilitatif dapat diperoleh melalui rumah sakit yang juga berfungsi
sebagai penyedia pelayanan kesehatan rujukan.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan
Perizinan Rumah Sakit mengelompokkan rumah sakit berdasarkan penyelenggaraan, yaitu
rumah sakit pemerintah, rumah sakit pemerintah daerah, dan rumah sakit swasta. Rumah
sakit pemerintah adalah unit pelaksana teknis dari instansi pemerintah (Kementerian
Kesehatan, Kepolisian, Tentara Nasional Indonesia dan kementerian Lainnya). Rumah
sakit daerah adalah pelaksana teknis dari daerah (pemerintah provinsi, pemerintah
kabupaten dan pemerintah kota). Sedangkan rumah sakit swasta adalah badan hukum

yang bersifat nirlaba.

2.4.1 Jenis Rumah Sakit

Rumah sakit di Provinsi Sumatera Utara dari tahun 2016 — 2018 mengalami
peningkatan. Pada tahun 2016 dan 2017 jumlah rumah sakit sebanyak 208 unit, meningkat
menjadi 213 unit pada tahun 2018 namun tahun 2019 ada beberapa RS yang tutup maupun
berubah menjadi klinik sehingga jumlahnya menjadi 205 unit, terdiri dari 179 rumah sakit
umum (RSU) dan 26 rumah sakit khusus (RSK). Berdasarkan kepemilikan, RS di
Provinsi Sumatera Utara terdiri atas 56 unit RS Pemerintah serta 149 RS Swasta.
Berdasarkan penyelenggaraan dan kepemilikan RS, RS Pemerintah terbagi atas 1 unit RS
Pusat Kemenkes, 2 Unit RS Kemendikti, 6 unit RS Pemerintah Provinsi Sumatera Utara,
34 unit RSU Pemerintah Kabupaten/Kota, 8 unit RS TNI/Polri dan 5 unit RS BUMN.
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Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56/Menkes/PER/1/2014 mengelompokkan
rumah sakit berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan menjadi rumah sakit umum dan
rumah sakit khusus. Rumah sakit umum adalah rumah sakit yang memberikan pelayanan
kesehatan pada semua bidang dan jenis penyakit. Adapun rumah sakit khusus adalah
rumah sakit yang memberikan pelayanan utama pada satu bidang atau satu jenis penyakit
tertentu berdasarkan disiplin ilmu, golongan umur, organ, jenis penyakit, atau kekhususan

lainnya. Berikut ini akan disampaikan perkembangan rumah sakit di Sumatera Utara.

Tabel 2.2
Perkembangan Jumlah Rumah Sakit Umum Berdasarkan Penyelenggaraan
di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 — 2018

2019
No PENYELENGGARA 2016 2017 2018

PEMERINTAH

1 Kementerian Kesehatan 1 1 1 1

2 TNI/Polri 8 8 8 8

3 BUMN 14 14 o 5

4 Kementerian Dikti 2 2 2 2
Sub Total 25 25 11 16
PEMERINTAH DAERAH

1 Pemerintah Provinsi 3 3 6 6

2 Pemerintah Kota 6 6 6 7

2 Pemerintah Kabupaten 27 27 27 27
Sub Total 36 36 39 40
SWASTA 147 147 163 149
Sub Total 147 147 163 149
Total Keseluruhan 208 208 213 205

Sumber: Bidang Yankes Dinkes Provsu 2019

PROFIL KESEHATAN PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2019



2.4.2. Kelas Rumah Sakit

Selain berdasarkan jenis pelayanannya, rumah sakit juga dikelompokkan
berdasarkan fasilitas dan kemampuan pelayanan menjadi Kelas A, Kelas B, Kelas C, dan
Kelas D. Pada tahun 2019 di Provinsi Sumatera Utara, terdapat 2 RS Kelas A (0,97%),
27 RS Kelas B (13,17%), 117 RS Kelas C (57,07%), 51 RS Kelas D (24,87%), dan
sebanyak 8 RS lainnya (3,90%) belum ditetapkan kelas.

Gambar 2.14
Persentase Rumah Sakit Menurut Kelas di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019
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Sumber: Bidang Yankes Dinkes Provsu 2019

2.4.3. Tempat Tidur Rumah Sakit

Terpenuhi atau tidaknya kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan
rujukan dan perorangan di suatu wilayah dapat dilihat dari rasio tempat tidur terhadap
1.000 penduduk. Standar WHO adalah 1 tempat tidur untuk 1.000 penduduk. Rasio
tempat tidur di rumah sakit di Provinsi Sumatera Utara tahun 2019 sekitar 1,5 per 1.000
penduduk, telah memenuhi standar yang telah ditetapkan WHO. Meski rasio tempat tidur
terhadap jumlah penduduk di Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2019 telah mencukupi,

namun ketika diuraikan per kabupaten/kota, ditemukan 21 kabupaten/kota dengan rasio
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tempat tidur terhadap penduduk yang belum mencukupi standar WHO. Rincian rasio

tempat tidur terhadap jumlah penduduk selengkapnya disajikan pada Gambar 2.15.

Gambar 2.15
Rasio Jumlah Tempat Tidur Rumah Sakit Per 1.000 Penduduk Berdasarkan
Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019
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Gambar 2.15 menunjukkan bahwa rasio tempat tidur rumah sakit tertinggi terdapat
di Kota Tebing Tinggi sebesar 5,66, diikuti Kota Medan sebesar 4,06 dan Kota Pematangsiantar
sebesar 4,00. Terdapat 1 kabupaten dengan rasio tempat tidur rumah sakit terhadap

penduduk sebesar nol, yaitu Kabupaten Nias Barat, dikarenakan belum memiliki RS.

2.4.4. Akreditasi Rumah Sakit

Akreditasi terhadap suatu produk atau layanan dianggap sangat penting sebagai
indikator dari jaminan mutu. Operasional di setiap rumah sakit pun sangat beragam,
tergantung dari metode kepemimpinan, infrastruktur dan dukungan teknologi informasi
yang dimiliki. Karena keberagaman sistem pelayanan tersebut, Menteri Kesehatan
Republik Indonesia membuat keputusan No0.214/Menkes/SK/I1/2007  mengenai
standarisasi sistem pelayanan berstandar internasional melalui program akreditasi.

Definisi akreditasi rumah sakit dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia
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Nomor 34 Tahun 2017 adalah pengakuan terhadap mutu pelayanan rumah sakit setelah
dilakukan penilaian bahwa rumah sakit telah memenuhi standar akreditasi. Akreditasi
dilaksanakan oleh lembaga independen penyelenggara akreditasi yang telah terakreditasi
oleh lembaga International Society for Quality in Health Care (ISQua). Sampai tahun
2019, persentase rumah sakit yang terakreditasi di Provinsi Sumatera Utara sebesar
79,51% atau 163 dari 205 RS.

2.4.5. Unit Tranfusi Darah (UTD)

Berdasarkan Peraturan Menteri Keseha